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  ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan kebijakan penataan birokrasi di lingkungan 
instansi pemerintah, perlu mengatur kembali susunan oraganisasi dan tata 
kerja unit pelaksana teknis. 

    
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 

ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 11 Tahun 2022; PermenPAN No. 
PER/18/M.PAN/11/2008;  Permendag No. 29 Tahun 2022. 

    
  - Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini diatur tentang: UPT bidang pelatihan 

di lingkungan Kementerian terdiri atas Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan 
Mutu, Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan, dan Balai Pelatihan Sumber Daya 
Manusia Metrologi, Mutu dan Jasa Perdagangan. Dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya UPT harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah. Setiap Kepala UPT menyampaikan laporan kepada unit pembina 
secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan UPT secara berkala dan 
sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. UPT harus menyusun peta jabatan 
berdasarkan analis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian  tugas 
terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT. Dalam melaksanakan tugas, kepala 
UPT melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di 
bawahnya. 

    
 CATATAN : - 
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